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ABSTRAK 

Nama : Alya Safira Nugraha 

NIM 202010110311152 

Judul Sripsi  :Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap 

Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Terbitnya 

Sertifikat Tanah Ganda Menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 

Pembimbing : 1. Syariful Alam, S.H.I, M.H.I 

2. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., MH 

 

Aspek kehidupan manusia Pendaftaran tanah mempunyai arti penting pada 

awalnya tanah merupakan kebutuhan dasar untuk bangunan tempat tinggal. 

Karenanya, diperlukan pendaftaran hak-hak atas tanah untuk menghasilkan 

Sertifikat tanah kemudian di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

sebagai bukti kepemilikan yang sah dan memberikan kepastian hukum terhadap 

pemegang sertifikat tanah. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi 

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah terhadap terbitnya 

Sertifikat Ganda menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tanah 1997 di BPN Kota 

Malang. Bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik 

sertifikat ganda dan upaya hukum pemegang hak atas tanah yang bersertifikat 

ganda. Analisis ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris dengan 

melakukan wawancara dengan pejabat BPN kota Malang, kemudian dipadukan 

dengan berbagai sumber kepustakaan terkait hak atas tanah. Berdasarkan hasil 

analisis, bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah berdasarkan 
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 

Tahun 2007 Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/DV/2007 jika terdapat sertifikat 

ganda upaya penyelesaian oleh BPN Kota Malang rata-rata melalui Mediasi. 

Kemudian untuk upaya hukum yang diberikan BPN mereka bersedia menjadi saksi 

ahli. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah dan Sertifikat Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACTS 

Nama : Alya Safira Nugraha 

NIM 202010110311152 

Judul Skripsi : Implementation of Legal Protection for Land Rights 

Holders Against the Issuance of Multiple Land Certificates 

According to Government Regulation Number 24 of 1997 

Pembimbing : 1. Syariful Alam, S.H.I, M.H.I 

2. Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH 

Aspects of human life Land registration has an important meaning, initially land 

was a basic requirement for residential buildings. Therefore, it is necessary to register 

land rights to produce a land certificate which is then issued by the National Land 

Agency (BPN) as legal proof of ownership and provides legal certainty for land 

certificate holders. This research discusses the implementation of legal protection for 

land rights holders regarding the issuance of dual certificates according to Government 

Regulation Number 24 Land 1997 at BPN Malang City. Aims to determine the form of 

legal protection for dual certificate holders and legal remedies for holders of dual 

certificated land rights. Analysis uses an empirical juridical approach by conducting 

interviews with Malang City BPN officials, then combining it with various literature 

sources related to land rights. Based on the results of the analysis, the form of legal 

protection for land rights holders is based on the Decree of the Head of the National 

Land Agency of the Republic of Indonesia Number 34 of 2007 Technical Instructions 

Number 05/JUKNIS/DV/2007 if there is a double certificate, the settlement effort by 

BPN Malang City is mostly through mediation. Then, for the legal action provided by 

BPN, they are willing to become expert witnesses. 

 

Keywords: Legal Protection, Land Rights and Dual Certificates 
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